
 
 

 
KEPUTUSAN BERSAMA 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 

 
DENGAN 

 

BUPATI PONOROGO 
 

NOMOR :  100.3.3/ARH/  07 /KEP.DPRD/VIII/2025 
 

NOMOR :  48  TAHUN 2025 

   
TENTANG 

 
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KABUPATEN PONOROGO  TAHUN 2025-2029 

     MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

 
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang  : a. bahwa  berdasarkan  Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 

100.3.3.1/539/013/2025 tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, telah dilakukan 

penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2025-2029 dimaksud;   

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut 

pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan 

menuangkannya dalam Keputusan Bersama DPRD 

Kabupaten Ponorogo dengan Bupati Ponorogo. 

 

S A L I N A N 
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Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang      Nomor  2  Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah 

Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;  

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Lamongan, Kawasan 

Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan 

Lintas Selatan; 

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Pembangunan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Stategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten 

Ponorogo; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 

2023-2043; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2024-2044; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045; 

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. 

 

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/539/013/2025 

tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :    

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan perubahan dan 

penyempurnaan sebagaimana tersebut pada Surat Gubernur 

Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/539/013/2025 tentang Hasil 

Fasilitasi Rancangan  Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
 Ditetapkan  di Ponorogo  

pada tanggal 19 AGUSTUS 2025 

 
 

DPRD KABUPATEN PONOROGO 

KETUA, 
 

TTD 
 

 

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. 

BUPATI PONOROGO, 

 
 

TTD 
 
 

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M. 
  

WAKIL KETUA, 

 
TTD 

 
EVI DWITASARI, S.Sos. 

 

  

WAKIL KETUA, 
 

TTD 

 
PAMUJI, S.Pd. 

 

  
WAKIL KETUA, 

 

TTD 
 

ANIK SUHARTO, S.Sos. 
 
 

 

 
 


